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A. Latar Belakang 
Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi 
kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah merupakan salah satu 
sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, 
hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi 
lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat 
manusia. Bagi bangsa indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan kekayaan nasional,serta hubungan antara bangsa indonesia 
dengan tanah bersifat abadi. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul 
karena adanya konflik kepentingan atas tanah. 
Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini 
disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi dizaman 
sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal ini tersebut menuntut 
perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan 
masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang 
dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah 
dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat 
merugikan. Masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah 
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tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi 
di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa 
melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. 
Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang 
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan 
masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.
1
 Sebaliknya, melalui proses di 
luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatn yang bersifat “win-win 
solution”, dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan 
karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam 
kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penggunaan pranata 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut kemudian diterapkan di 
Negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah 
menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa (PPS) secara 
damai yang dapat  ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau 
beda pendapat perdata mereka, apakah pendayagunaan pranata konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
2
    
Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) di luar pengadilan hanya dapat 
ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata 
pilihan penyelesaian penyelesaian sengketa (PPS). Kemudian pilihan 
penyelesaian sengketa (PPS) dalam penyelesian sengketa di luar pengadilan 
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ini berkembang pada kasus-kasus perkara lain seperti kasus-kasus perkara 
pidana tertentu dan sengketa tenaga kerja ataupun pada sengketa lingkungan 
dan sengketa tanah, sehingga pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
tidak hanya berlaku pada kasus-kasus perdata saja.   
Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang 
maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang 
menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai 
ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas 
tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan 
pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang 
semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
3
 Secara filosofis 
tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar 
seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya 
menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya. Hal 
tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah disamping 
mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas 
tanah tidak mutlak. Namun demikian Negara harus menjamin dan 
menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya 
yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut 
Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-
hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang 
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paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 
Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-
hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan 
dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Permasalahan tanah yang muncul akhir-
akhir ini, semakin kompleks.   
Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan 
budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan 
dengan baik oleh kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar melalui 
”mediasi”. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian 
sengketa (APS), disamping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan.
4
 Dalam hal 
ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar hampir 5 Tahun 
menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, dan 
sengketa yang biasa diselesaikan dengan cara mediasi ini adalah seperti 
sengketa hak waris, sengketa pembatasan tanah, sengketa hak atas tanah, 
kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam penyelesaian sengketa tersebut 
kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat berhati-hati dalam proses 
mediasi tersebut.   
Hampir 85% sengketa hak waris, pembatasan tanah, kepemilikan dan 
penguasaan atas tanah dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dan setelah proses mediasi tersebut 
pihak BPN Kabupaten Karanganyar juga menata dengan rapi semua berkas 
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administrasi yang ada selama proses mediasi berlangsung. Sebelum proses 
mediasi ini berlangsung, setelah pihak BPN Kabupaten Karanganyar 
menerima semua berkas dari pihak penggugat pihak BPN Kabupaten 
Karanganyar terlebih dahulu mempelajari dan setelah itu para pihak yang 
tergugat dan penggugat dikoret terlebih dahulu semua permasalahan dari 
masing-masing pihak yang bersengketa, Apabila semua itu sudah di dapat 
baru BPN Kabupaten Karanganyar menawarkan solusi seperti mediasi dalam 
penyelesaian sengketa pertanahan.  
Dengan seperti itu para pihak apabila sudah menyetujui baru para 
pihak yang bersengketa dipertemukan dan saat itu proses mediasi dapat 
berlangsung dengan para pihak yang bersengketa dengan membawa saksi. Di 
samping itu juga BPN Kabupaten Karanganyar hanya 15% berkas sengketa 
yang masuk dibagian seksi sengketa yang belum bisa diselesaikan dan bahkan 
tidak berani menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga mediasi, seperti 
halnya sengketa kepemilikan sertifikat ganda. Mediasi adalah proses negosiasi 
pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama 




Seperti salah satu contoh  kasus tanah grumbul yang terjadi di Desa 
Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar yang melibatkan Kades 
Blulukan, Sugito, itu berawal ketika pengusaha properti yakni Candra 
membeli sebidang tanah seluas 2.785 m² tahun 2012. Tanah tersebut terletak 
di Desa Blulukan dengan sertifikat atas nama Sayem. Sebelum melakukan 
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transaksi jual beli, Candra berulang kali berkonsultasi ke Kantor Pertanahan 
Karanganyar dan tanah itu dinyatakan sah milik Sayem, bahkan tim Kantor 
Pertanahan sudah menurunkan tim untuk mengecek dan menyatakan tanah itu 
sah. Pada pertengahan tahun 2013, tiba-tiba ada laporan ke Kejaksaan 
Karanganyar kalau tanah yang dibelinya itu, ada sebagian tanah kas desa dan 
hal itu dikarenakan pernah terjadi tukar guling antara tanah milik Sayem yang 
berada di Dusun Serangan dengan tanah milik kas desa yang berada di Dusun 
Blulukan yang dilakukan oleh kepala Desa Blulukan Sugito dengan Sayem 
dimana dalam hal ini tanah Sayem yang seluas 2.785 m² di Dusun Blulukan 
tersebut terdapat sekitar 785 meter milik desa yang telah dilakukan tukar 
guling dengan tanah Sayem seluas 1.000 m² yang berada di Dusun Serangan. 
Data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar 
menyebutkan, jumlah permasalahan tanah yang meliputi sengketa, konflik, 
dan perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus. Hal itu menjadikan salah satu 
tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan itu dengan Operasi Tuntas 
Sengketa. Jangka waktu penyelesaiannya selama 60 hari, sedangkan Operasi 
Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 hari. Apabila dilihat dari 
permasalahannya, hampir 85 persennya merupakan kasus dengan tipologi 
sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan sisanya, dengan 
tipologi sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas 
menunjukkan sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka 
terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai, Terlepas bahwa tanah tersebut 
sudah bersertifikat atau belum.  Dengan adanya kesadaran masyarakat 
menyelesaikan permasalahan tanah yang ada, kiranya dapat turut mendukung 
penuntasan permasalahan tanah yang dihadapi BPN Kabupaten Karanganyar 
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dan BPN pada umumnya. Berdasarkan hasil validitas data yang dilakukan 
tahun 2007 jumlah permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan 
sebanyak 7.491 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.713 kasus dan tahun 2014 
sebanyak 5. 606 kasus.  
Melihat kenyataan tersebut di atas perlu adanya suatu terobosan yang 
harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang lebih difokuskan 
kepada penanganan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Di BPN Kabupaten Karanganyar yaitu 
sengketa yang masuk di bagian seksi sengketa, konflik dan perkara yang 
diselesaikan dengan jalur mediasi yaitu Sengketa antara individu, sengketa 
individu dengan badan hukum, dan sengketa antara individu dan pemerintah. 
Persentase Persengketaan antara individu secara jelas merupakan peringkat 
tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini karena memang tanah 
mempunyai hubungan magis dengan si pemiliknya. Pelaksanaan hasil mediasi 
hendaknya dikembalikan kepada itikad baik para pihak menyelesaikan 
permasalahan. Namun terlepas dari itikad baik tersebut, keputusan mediasi 
yang dihasilkan bersama akan lebih berkekuatan apabila pertama dapat 
didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat, sehingga disarankan apabila 
dalam setiap hasil mediasi, khususnya yang terkait dengan permasalahan tanah 
perlu dicantumkan klausal untuk ditindak lanjuti dengan pendaftaran di 
pengadilan negeri. Kedua, hasil mediasi ditindak lanjuti dengan dilakukannya 
perbuatan hukum di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris atau 
PPAT, bila terjadi peralihan haknya dapat segera didaftarkan di kantor 
Pertanahan. Dengan semakin diakuinya lembaga mediasi sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan, maka perlu dipopulerkan 
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pula para ”mediator”. Alasannya, mediator itulah yang memberi peranan 
penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Seorang mediator harus 
mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka merasa 
nyaman dan permasalahannya pun terselesaikan dengan nyaman pula. Selain 
itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian 
menciptakan pendekatan pribadi para pihak yang terlibat sengketa. Dia harus 
bisa memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing 
pihak. Tujuannya membangun hubungan baik dan kepercayaan. 
Kepercayaan para pihak kepada mediator mempermudah tercapainya 
suatu konsensus. Mediator, di sini khususnya dari BPN itu sendiri tidak perlu 
harus mengantongi ”sertifikat” sebagai seorang”mediator”. Yang diutamakan 
adalah tujuan dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan 
pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah. 
Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial 
yang dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu 
menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul. Misalnya 
pada makan pagi bersama,siang, dan malam. Setiap anggota mempunyai 
pengalaman-pengalaman masing-masing dalam hubungannya dengan 
kelompok-kelompok sosial lainnya di luar rumah. Bila mereka berkumpul, 
terjadilah tukar-menukar pengalaman di antara mereka. Pada saat-saat 
demikian, yang terjadi bukanlah pertukaran pengalaman semata, tetapi para 
anggota keluarga tersebut mungkin telah mengalami perubahan-perubahan, 
walaupun sama sekali tidak disadari. Manusia merupakan makhuk yang 
bersegi jasmani dan rohani. 
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Segi rohani manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Apabila 
diserasikan akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap 
tindak. Sikap tindak itulah yang kemudian menjadi landasan gerak segi 
jasmaniah manusia. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan 
dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola 
pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut 
menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. 
Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian 
sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya.  
Kalau misalnya seseorang memberikan tekanan yang kuat kepada 
faktor kebendaan, maka pola berpikirnya cenderung bersifat materialistik. 
Dengan melihat kenyataan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di 
Kabupaten Karanganyar mayoritas masyarakat yang ada disana cenderunng 
kalau ada suatu permasalahan baik itu dilingkungan keluarga ataupun 
dilingkungan masyarakat, masyarakat di Kabupaten Karanganyar dalam 
proses penyelesaian sengketa cenderung dengan mengedepankan emosi yang 
tinggi karena masyarakat disana mempunyai watak yang keras.  
Bahkan dalam proses penyelesaian tersebut sampai dengan adanya 
pembunuhan antar keluarga. Untuk itu saat-saat ini proses penyelesaian 
sengketa pertanahan yang ada di BPN Kabupaten Karanganyar menggalakkan 
proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, dikarenakan 
banyaknya kekerasan yang ada dilingkungan masyarakat Kabupaten 
Karanganyar. Lembaga mediasi di bidang pertanahan, harus sering dilakukan 
oleh aparat Badan Pertanahan Nasional, namun didalam pembicaraannya 
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belum populer. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai 
penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kekurang percayaan pada efektivitas 
pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan menimbulkan kerancuan 
dan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah ada.  
Berdasarkan pemahaman yang demikian itu lembaga penyelesaian 
sengketa melalui mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian 
sengketa pertanahan. Oleh karena hal ini selain dimungkinkan 
pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 
dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian. 
Dari uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan 
mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul “PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR 
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
rangkaian penelitian, perumusan masalah yang jelas akan menghindari 
pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat, biaya, waktu, tenaga, 
penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang akan dicapai. Maka penulis 
merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa 
tanah melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar? 
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah 
melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah 
sebagaii berikut: 
1. Tujuan Obyektif: 
a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran 
mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di 
Kabupaten Karanganyar  
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian 
sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar. 
2. Tujuan subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa dalam 
menyelesaikan tugas-tugas akhir dalam prodi ilmu hukum yang 
terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
b. Untuk menambah pandangan pengetahuan, pemahaman penulis 
mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sengketa tanah 
melalui mediasi di Kabupaten Karanganyar. 
Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diambil oleh penulis dari 
penelitian ini adalah  sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum 
perdata. 
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b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai proses penyelesaian 
sengketa tanah melalui jalur mediasi. 
c. Memberikan masukan pemikiran dan sumber informasi bagi 
masyarakat dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai proses 
penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi tambahan 
pengetahuan bagi masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
1. Negara Hukum 
Negara adalah identik dengan hukum, dimana ada tata tertib disitu 
ada negara; atau sebaliknya dimana ada negara di situ ada tata tertib 
hukum. Jadi negara pada prinsipnya adalah Zwangs-Ordnung, suatu tata 
tertib hukum yang bersifat memaksa. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah 
Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechsstaat. Istilah 
rechsstaat mulai populer di Eropa sejak abad 19 meskipun pemikiran 
tentang itu sudah ada sejak lama.
6
 Gagasan awal tentang negara hukum 
telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep nomoi, 
sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya.  
Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, 
belum muncul negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengungkapkan bahwa 
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dalam penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada 
pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini 
semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurut 
Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan 
dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.
7
  
Menurut Aristoteles bahwa dengan memberikan tempat bagi 
hukum untuk memerintah (hukum sebagai dasar kekuasaan) berarti telah 
memberikan akal dan kecerdasan untuk memerintah. Dengan demikian 
hukum layak mendapat kedaulatan tertinggi dan layak menjadi sumber 
kekuasaan dalam suatu negara. 
2. Kepemilikan Atas Tanah 
Dalam penelitian ini, salah satu dasar yuridis yang digunakan 
adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan 
bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. Hal ini terkait dengan pertanahan Negara Republik 
Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar 
dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria, pengertian akan hak milik seperti dirumuskan di dalam Pasal 20 
UUPA yang disebutkan dalam ayat (1), hak milik adalah hak turun-
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temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah; ayat 
(2), hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.
8
  
Pengertian hak milik dapat pula diartikan hak yang dapat 
diwariskan secara turun-temurun secara terus menerus dengan tidak harus 
memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak.
9
 20 Hak milik 
diartikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang ada, dalam Pasal 
570 KUH Perdata, hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak 
untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk 
berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal 
tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 
mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi 
kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas 
ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.
10
 Kemudian dalam 
Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil 
secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hak milik dapat dimiliki setiap orang atau setiap warga 
negara termasuk hak milik atas tanah. Sedangkan Hak Asasi Manusia 
diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia. UUD 1945 juga mengatur tentang kewarganegaraan, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa:  
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Ayat (1); “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai warga negara”. 
Ayat (2); “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan 
orangasing yang bertempat tinggal di Indonesia”. 
Ayat (3); “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur 
dengan undang-undang”. 
 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic 
law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sebagai 
hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, 
kebebasan, serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar 
itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, 
karena penguasaan atas sebidang tanah melambangkan nilai-nilai 
kehormatan, kebanggaan, dan keberhasilan pribadi. Demokrasi politik 
dapat berkembang lebih mudah dikalangan mereka yang disamping 




3. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan 
secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam 
keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis 
(saling berlawanan satu sama lain).Penyelesaian sengketa bisnis, model ini 
tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu 
semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remidium) 
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setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.
12
 Ditinjau secara 
konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris yaitu mediation yang 
berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa belanda disebut medio yang 
artinya pertengahan dan di dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti 
menengahi.  
Mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh 
pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan 
dalam bentuk mediasi, arbitrase, dan lainnya. Sedangkan yang 
dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan Court Annexed 
Mediation atau juga disebut Court Annexed Disputes Resolution.
13
 
Sementara itu, pada dasarnya mediasi yang diatur dalam Buku III Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk 
perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian. Pengertian ini 
terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi:  
“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua 
belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa 
pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, 
persetujuan ini hanya memiliki kekuatan hukum apabila dibuat 
secara tertulis”.  
 
Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana 
pihak luar tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak bersengketa untuk 
membantu mereka guna mencapai satu kesepakatan hasil negosiasi yang 
memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim atau arbiter, mediator 
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tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, 
dan dalam hal ini para pihak memberi kuasa kepada mediator untuk membantu 
mereka menyelesaikan problem diantara mereka. 
E. Metode Penelitian 
Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk 
menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
14
 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang 
mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum 
dan juga dapat pendapat para sarjana. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di BPN 
Kabupaten Karangayar sesuai dengan penelitian yang penulis susun 
sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data. 
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4. Jenis dan Pengumpulan Data 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri 
dari beberapa sumber bahan hukum, meliputi: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari wawancara, catatan-catatan 
resmi, perundang-undangan, dan dari putusan hakim. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah semua yang diketahui 
masyarakat tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, 
meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
15
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Penulis dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan 
mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-
buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan 
kemudian melakukan analisis data. 
b. Wawancara  
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Wawancara, merupakan suatu cara mengumpulkan data 
dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 
terkait guna memperoleh data baik itu lisan maupun tulisan. 
 
6. Metode Analis Data 
Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari rekaman, 
wawancara, atau bahan hukum tertulis (Undang-undang, dokumen, buku 
dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa  
analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk 
essay dengan kalimat yang cukup panjang bersifat membahas dan 
menguraikan permsalahan yang penting. Dari bahan data tersebut 
selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan mengenai proses 
penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi.. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 
memudahkan dalam mempelajari isinya. 
BAB   I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitan 
E. Metode Penelitian  
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB  II LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA  
A. Media dalam Interaksi Sosial  
B. Pengertian-pengertian Mediasi 
C. Prinsip-prinsip Mediasi  
D. Proses Mediasi  
E. Tipologi Mediasi  
F. Pengertian Sengketa Tanah  
G. Faktor-faktor Penyebab Sengketa Tanah  
H. Tipologi Sengketa Tanah 
I. Dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Tanah  
J. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 
melalui Mediasi di Kabupaten Karanganyar  
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa 
Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Karanganyar  
BAB IV PENUTUP  
A. Kesimpulan 
B. Saran  
 
  
